BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang
tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan yang
dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
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digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar
Lampung Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp1.316,72 miliar dengan realisasi sebesar Rp694,67 miliar. PAD tersebut
dianggarkan secara tidak rasional karena tidak mempertimbangkan potensi pendapatan
yang dapat diperoleh. Tingginya penganggaran PAD yang tidak diimbangi dengan
pengendalian belanja mengakibatkan nilai utang belanja yang besar sehingga berdampak
timbulnya defisit keuangan riil sebesar Rp267,42 miliar meskipun telah menurun
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp342,08 miliar. Pemerintah Kota Bandar
Lampung perlu melakukan penganggaran PAD yang rasional serta tetap meningkatkan
pengendalian dan menerapkan skala prioritas dalam merealisasikan belanja untuk
mengurangi defisit keuangan riil. Defisit keuangan riil merupakan selisih antara dana yang
tersedia untuk belanja dalam satu tahun dengan total realisasi belanja ditambah pengeluaran
pembiayaan dan utang belanja jangka pendek. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan
dengan hal tersebut.

Hal Lain

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna
menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan yang terjadi pada periode
sebelumnya, yaitu: (1) melakukan pencairan belanja lebih tertib dengan memperhatikan
dana sesuai peruntukannya sehingga penggunaan dana DAK dan PEN yang tidak sesuai
peruntukan menurun pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp2 1,63 miliar dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar Rp64,04 miliar, (2) meningkatkan pengendalian belanja dengan
memperhatikan ketersediaan dana di Kas Daerah sehingga jumlah utang belanja jangka
pendek yang gagal bayar menurun pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp21,29 miliar
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51,23 miliar, dan (3) pada Tahun 2023 tidak
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah yang sumber penerimaannya tidak jelas.
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Laporan atas SP1 dan Kepatuban

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPFK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketenuan perafuran perundang-undangan. Laporen Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepstuhan terhadsp Ketentian Peratursn Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Momor 298/LHP/XVIILBLP/05/2024 tanggal 2 Mei
2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 2 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Pmuu;pllﬁph Femeriksaan,
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IADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuanpgan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahus 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloluan
dan Tanggung Jawab Keusngan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tshun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telsh memeriksa Lapocan Keuangan
Pemerintah Kota Bandar Lampuag, yany terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubshan Saldo Anggaran Lebib, Laparan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporaa Perubahan Ekuitas untuk tabun yang berakbic
pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keoangan

Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wutjer Inporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintohan dars pengendalinn
intern yang memadai untuk menywsun laporan kewangan yang bebas dari kesalahan
peryajian material, baik yang discbabkan olch kecurangan maupun kesalahan,

Tanggung jawal BPK

Tanggung jawab BPK adalah wntuk menystakan suatu opini stos lapocn Keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemenksoan berdasackas Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharusknn BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksamakan pemerikssan uatuk memperoleh keyskinan
yung memadal apakab laporan hevangan tersebut bebas dan kesalahan penyajisn material.

Suatu pemeriksaan meliputi pergujian bukti-bukti yang meadukung angks-ongka dan
peagungkapan dalam laporan kewangan. Prosodur yang dipilih mendssarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasak peailaian risiko kesalahan penysjion yang
maderial dalam faporan kewangan, baik yang dischobkon olch kecurmagan mougun
kesalshan. Dalam  melokokan  penilaian risiko, Pemeriksa  mempertimbangkan
pengendalian intern yang relovan dengan penyusumon dan penysjion wajar laporan
kesangan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memncang prosedur pemeriksaan yang
tepat sesuni dengan kondisi yang ada, tetapi bukan ustul tujuan menystakan opini atas
efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan yung
dilakukan BPK juga mencakup evuluasi ates ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan Kewnjaran cstimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandor
Lampung, sertn cvaluaxi atas penyajian lnporan kewangan secara keseluruhan,
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BPK yakin bahwa bukdi pemcriksaan yany telah diperoleh adalah cukup dan tepat, scbagai
dasar uetuk menyntakag opini BPK.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan $.1.3.12 atas Laporan Keuangan Pemerintsh
Kota Bandar Lampung Tahun 2022 yang menyajikan anggaran Pencrimaan Pinjsman
Doerl_h sebesar Rp$70,03 miliar deogan reafisasi sebesar Rp 56,76 miliar, Nilai anggaran
Peocrimaan Pinjaman Dserah schesar Rp$70,03 miliar tersehet terdiri dari schesar
Rgp 159,00 miliar dari PT SMI dan Bank Waway dan schesar Rpd | 1,03 miliar tanpa sumber
penerimaas yang jelas. Pemerintsh Kota Bandas Lampang tidak dapat memberikan
pengunghapan yang memadai terkait tidak tercapainy realisasi atas anggaran Pencrimaan
Pinjaman Dacrsh. Rensana defisit APBD vang skan ditutupi dengan Penerimuan Pinjaman
Dacrah scbesar Rpa11,03 miliar tersehut ditakukan tanpa persetujisan pelampauan batas
maksimal defisic kepada Menters Keaangan. Ketidakpatuban Pemerintah Kota Bandar
Lampung dalam penganggaran Pencrimaan Pinjaman Duerah schesar Rpd11,03 milinr
yang tidak didukung sember penerimasn yang jelas tersebut juga berdampak pada
penganggaran belanja yang tidak didukung dengan kepastian tersedianys dana dari sumber
pencrimaan dalam jumlah yang cukup, schingga menimbalkan nilai Utang Belanjs di
Tahun 2022 sebesar Rp306,46 miliar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1,1.1.0. atas Lapoenn Keunngan, Pemerintah
Kota Bandar Lampung menyajikan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 scbesar
Rp89,53 juta, Nilai tersehut Jebih kecil sebesar Rp64,04 miliar dari nilai yang seharusnya
berada di kas daerah yang merupakan kas yang dibatasi peapgunaannya sebesar Rp6d, 13
miliar yang terdini dari DAK Rp52, 16 miliar dan PEN sebesar Rpl 1,97 milisr, Dana DAK
dan PEN tersebut telsh digunakan untuk keperiuan belanjn selain yang sudah ditctapkan
peruntukannya sehingea tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-nndangan dan
realisasi belanja tersebut tidak mencerminkan belanja yang sewajamyu,

Scbagaimana divngkapkan dalam Catatan 53.2,1 5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kota Bandar Lampung menyajikan Utang Belanjo per 31 Desember 2022 scbesar
Rp357,69 miliar. Nilai utang belanja tersebut terdiei dari kewujiban atas kegintan Tahun
2022 sebesar Rp306,46 miliar dan Tabun 2020-2021 schesar Rp351.23 miliar yang tidak
dapat dibayarkan Xarcea ketidakeukapan dana di Kas Daerah, Nilai Utang Belanja sebesar
RpS1,23 miliar terschut tidak memenuhi Klasifikasi kewajiban Jangka pendek yang
dibaynrkon dalam waktu 12 (dus belas) bulan setelsh tanggal pelaporan. Hal ini
discbabkan: (1) Ketidakpatuban dolam penganggarn Pendapatan Asli Doersh Tahun 2022
yoag tidak berdasarkan perkinmn terukor secans rasional, sntara lin pada PBB P2,
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umm, Retribusi Terminal, Retribusi IMB,
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Lainelain PAD yang
Sah; (2) Ketidakpatuhan dalam penganggarmn Pencrimasn Finjaman Dacrah sehesar
Rpd11,03 miliar yang tidak didukuny sumber penerimaan yang jelss; dan (3) Penerbitan
Surat Penyediam Dana (SPD) untuk pelaksanasa belanjo tidak sesuni ketersedizan dana di
Kas Dacrah dalom Tahun 2022 sehesar Rp440,31 miliar,

Menurut opini BPK, kecuals untuk dampak hal yeng dijelaskon dalam paragraf dasar opéni
wajar dengan pengecualian, laporan hewsngan yang discbut di atas menyajikan secara
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wajar, dalam semua hal yang material, posisi keunngan Pemerintah Kota Bandar Lampung
tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubshan ckuites untuk tshun yang berakhir pada tanggal
tersebut. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan atas SP1 dan Kepatuban

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran kaporan keuangan tersehar,
BPK juga melabukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian inten dan kepatuhan
terchadap ketentuan peratoran perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intem dan Kepatuhan terhadap ketentutan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XV/05/2023 tanggal 16 Mci 2023,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilap Provinsi Lampung

: Ak, CA., CSFA
A mNo.nNA-zzozs,{’*
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Bandar Lampung, vang terdiri dari Neraca tanggal 1] Desember 2021, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern vang memadai uniuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan
penyajian material, baik vang dischabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BFK

Tanggung jewab BPK adalah untuk menyatukion sustu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPEK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
vang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material,

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukli yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur vang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasub penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang dischabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan, Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yamg relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
kenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang
tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan vang
dilakukan BPK juga mencakup cvaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi vang digunakan
dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung,
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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LK. yakiil behwa hukti pemessbkeaun yang feiah dipernleh edalah cukup 2an tepet, sihagai
disar wnouk menatakan ppini wagn denean penpecualian.

Dasar Chpioi Wajar Dengan Pengecnulian

Sehagaimane diuagkapkan dalam Calatan 5.3.0.0.1 3ws Laporen Xewzngan, Pemerintah
Kora Handar Lampung menyaikan Kas di Kus Doerah per 31 Deseraber 2021 sehesar
RpS5 5,25 juta. Laporan terachul diamlaminyd melyajkan pergiudia dana LAk untuk
keperluar: belanja sclain yang swdoh ditetapkan peuntukaneya sebesar Rpt3 miliar
sphingsa Lidak ses0a7 dengan ketentnan peratur perindang-undangan, Pererintah Kata
Rnndar [ampung crak Japa wenyajikan rincian nilu avas penggunaan doow esebut calam
lapieran enangan per 31 Deseinber 2021, Sehagai dampahnya pencairan dana DAK urtuk
koperuan belanja selain yang sudah ditewpkan peruntuhanoya tidak mencerminkan
penepunaml dana BAK schesor Rpd9 33 miliar, dan fidak lerbavirnya helanja gegrawan
DAE ‘Tahpn 2021 sebesar Kpl0,47 miliar. Bana sebosar Epd933 milar fetsehul
scharusnya berada i Kows Daeral

Sehagnimana diumgkaphke dabam Catatan 3.3.2.7.5 wias Laporan Kevangan, Femerintsh
ELone Bandar 1 ampurg menvankan Utaeg Belana per 31 Tresernbor 20021 sebesar Rpai3.0 |
miliar. Dari nilai terswbut terdapar kevidaksesuaian penyujian schesar Rpd 1,92 nnher, yailn
1 p Milsi Uitang Belange modal duajiknn ridek berdasarhun berita acara penilaiim koimajwan
fisik pekerjaan, namun berdlusatkat nilai kontrab, dikuzangs pembayuran sebesar Rpe27, 72
miliar. 2% Penphapusun kewaiiban utang belanja tanpa disikung perjangiah Faeaval dengan
pilak vang berpiuleng sehesar Kpz, 95 miliar, (3) Ferdapat kepiatan tzhan 221 belum
dibayar vang schurusnya merupakac keswajiban, namuon tidas drabao sebagoi wang helanja
uehexar Rpl.25 wiliar Mal temseut berdampak nada penyajian Konsiuks: Dalam
Pongecjuan.

Sclowa ity, tilai wteng belanja scheser Rp653,3E miliar terdini Jaei kewsjiban alus keygiatan
Lubun 29021 schesar Kpa62 32 miliar dan Tabun 2019-200¢ sehesar Rp L% noliar yang
lidwk dapat dibayarken kurena ketidakeakupan daza di Kas Dacrd. Nilai Uang Nelanie
sobsesar Kp190,99 miliir teesebut ridak memeouhi klasilikasi kewanban jangha pendek
vang dibuyar dalam wakm 12 {dua belas) hulan sctelsh tanggal pelaporan. Hal ini
disehabken (1} Keridakpatuhan dalam penganggaran pendupuran Tahun 2621 yong tidk
herdusarkan pekicgan terskor secara rasivoal dan dunal dicapat. yaite PATY duangrurkan
pad AFBD Mueni Tahun 2021 schesar RpP91,58 miliar dan memingkat poda APID
Eeruhahan Tahum 202 1 megadi sebegar Rpl.i 3358 milac, meskipun realisis AT Tawn
3020 hanya sebesar Wp537,34 oiliar dan Tahun 2019 schesar Rp&l7.29 miliar
Penganpgaran A1 vang tidak masional rersehut antaca Jain pada Pajak Hiburan, Botrilmss
Pelayanan Parkir di Lopl Jalan, fersbusi Pelayanan Pusar, dan Lein-"zin PADY wange Sah,
sena (20 Penerbifan Surat Yonyvedisan Denda unfuk polaksanaen belanja fidak sexual
ketersediann duna di Bas Cherah dalam Tahan 2021 sebcsar Rp202,17 milsar

Opini Wajur Dengan Pengecualian

senur vpiti BPE. kecuali uneuk dampak hal vany dijelaskon dalam paregraf dasar apini
wajar denpan pengecualian, fporan kevangan yasg dischal di i unvaiken sucard
wajar, dalam semua hal yang material, posize kevangan Peierincah ko Bandar Lampung
tanpeal 11 Desemaer 2021, dan realisasi anggaran. perubahan salde angguran lebl,
operasianal, ars kas, serta perubalan ekuitas untuk tehun wang berakhir pada tangeal
{1 eyt sosual denpan Siandar Akutitansi Pemerintahan,
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Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan fersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intem dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalisn Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32B/LHP/XVIILBLP/A5/2022 tanggal 23 Mei
3022, yang merupakan bagian tidak werpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

PEMERIKSA KEUANGAN
AN PROVINSI LAMPUNG
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